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ABSTRAK

Persaingan usaha selalu terjadi dalam dunia usaha yang bebas dimana hal ini menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam upaya memajukan suatu perekonomian, Pada praktiknya, persekongkolan antara para pelaku usaha melalui perjanjian bersifat restrictive tersebut lebih dikenal dengan istilah kartel, kartel didefinisikan sebagai perjanjian pengaturan antara pelaku usaha dalam pasar yang sama (pelaku usaha pesaing) dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka, kartel juga seringkali timbul sebagai cara yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk merespon adanya perang harga (price war) dan ketidakstabilan pasar, mempertahankan harga dan keuntungan tinggi serta eksistensi pelaku usaha di dalam pasar, Untuk alasan ini sejumlah besar yuridiksi telah mengadopsi apa yang dikenal sebagai leniency program. Leniency program memungkinkan otoritas persaingan menembus jubah kerahasiaan (secrecy cloak) kartel sebagai sebuah system pengampunan (amnesti) yang membebaskan anggota kartel yang mengadukan adanya praktik kartel kepada otoritas persaingan usaha , yang dapat berupa pembebasan dari sebagian maupun keseluruhan hukuman dan atau denda yang seharusnya diterapkan, mengingat konsep leniency belum dikenal di Indonesia dimana KPPU selaku otoritas persaingan usaha untuk mengungkapkan keberadaan kartel maka 1) Bagaimana pengaturan dan implementasi Leniency Program  dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia?, 2) Bagaimana akibat dari penerapan Leniency Program pada kasus kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?, 3) Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan kasus kartel minyak goreng dengan putusan  No. 24 /KPPU-I/2009 serta kasus kartel semen dengan putusan  No. 01/KPPU-I/2010 
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kasus kartel di Indonesia banyak putusan KPPU tentang Kartel dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dikarenakan alat bukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU tidak dapat digunakan pada pembuktian persaingan usaha di Indonesia, sebagai contoh kasus kartel minyak goreng dengan Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 dan Putusan Nomor 01/KPPU-I/2010 tentag kartel semen diama pada putusan kartel minyak goreng pengadilan negeri membatalkan putusan KPPU yang dianggap keliru, sedangkan dugaan kartel semen KPPU tidak dapat membuktikan terkait dugaan kartel tersebut,  dengan adanya Leniency program yang belum dikenal di Indonesia sangat diharapkan bisa memberi efek jera kepada para pelaku kartel karena leniency itu sendiri sebuah system pengampunan yang membebaskan anggota kartel yang mengadukan adanya praktik kartel kepada otoritas persaingan usaha, yang dapat berupa pembebasan dari sebagian maupun keseluruhan hukuman dan atau denda yang seharusnya diterapkan,  dengan  mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Komisi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kartel maupun kepada KPPU sebagai lembaga otoritas persaingan usaha.
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ABSTRACT

Business competition always occurs in a free business world where this becomes a very important factor in the effort to advance an economy. In practice, the conspiracy between business actors through restrictive agreements is better known as the cartel, the cartel is defined as an agreement between the perpetrator businesses in the same market (competing business actors) with the aim of increasing their profits, the cartel also often arises as a way taken by businesses to respond to price wars and market instability, maintain high prices and profits and the existence of business actors in the market, for this reason a large number of jurisdictions have adopted what is known as a leniency program. Leniency of the program allows the competition authority to penetrate the cloak of secrecy cloak as an amnesty system that frees cartel members who complain of cartel practices to business competition authorities, which can be in the form of free and partial penalties and or fines that should be applied. considering that the leniency concept is not yet known in Indonesia where KPPU as the business competition authority to reveal the existence of cartels 1) How is the regulation and implementation of Program Leniency in the application of business competition law in Indonesia? 2) What is the result of applying the Leniency Program in cartel cases in business competition law in Indonesia? 3) How is the solution to the problem solving of the cooking oil cartel with decision No. 24 / KPPU-I / 2009 and the cement cartel case with decision No. 01 / KPPU-I / 2010

The research specifications in the preparation of this thesis were carried out in an analytical descriptive way, namely describing existing problems and then reviewing and analyzing them using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research conducted through two stages, namely literature study and field research that is only supporting, the data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data analyzed without using statistical formulas.

The results of the study show that the proof of the cartel case in Indonesia that many KPPU decisions regarding the Cartel were canceled by the District Court because the indirect evidence used by the KPPU cannot be used to prove business competition in Indonesia, for example the cooking oil cartel with Decision Number 24 / KPPU- I / 2009 and Decision Number 01 / KPPU-I / 2010 regarding the first cement cartel at the decision of the state court's cooking oil cartel overturning the KPPU's ruling which was deemed wrong, while the KPPU's cement cartel allegedly could not prove the alleged cartel, with a program lacking It is hoped that in Indonesia it is expected to give a deterrent effect to cartel actors because the leniency itself is a forgiveness system that frees cartel members who complain of cartel practices to business competition authorities, which can be in the form of free and partial penalties or penalties that should be applied , with reference to Law No. 5 of 1999 and Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition in Indonesia No. 4 of 2010 concerning the Commission can provide legal certainty for the perpetrators of cartels and KPPU as institutions of business competition authority.
Keywords: Leniency Program, Business Competition, Cartel
DAFTAR PUSTAKA
A. Sumber Buku
A.G. Pringgodo dan Hasan Shadily, Ensiklopedi Umum. (Yogyakarta:Kainisius, 1973).
Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Indonesia: GTZ,2009)
A.M. Tri Anggraini, “Mendeteksi Dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.30, No.02,2011.
Antitrust Division Council for Economic Defense, Ministry of Justice, Brazil, “Fighting Cartels: Brazil’s Leniency Program”, 2009.
Andi Fahmi Lubis, et al., Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009).
Avinash Dixit, “Recent Developments In Oligopoly Theory”, The American Economic Review Vol. 72, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Fourth Annual Meeting of the American Economic Association, Mei 1982.
Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
Boner, Roger Alan, World Bank, The Basics of antitrust policy : a review of ten nations and the European communities , Washington, 1991.
Bryan A Garnier, Black’s Law Dictionary, cet.8 (st. Paul Minnesota : west publishing Co., 2004).
Candice Jones, et al., “Antitrust Violation”, American Criminal Law Review, Wetslaw 38.L. Rev.431, Summer 2001.
Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

DR. Jur M. Udin Sillalhi, Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan?. PT. Gramedia, Jakarta,2007).
Erman RajaGukguk, Butir-butir Hukum ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011)
Eleanor M.Hadley, Antitrust in Japan, (New Jersey: Princeton University Press, 1970).
F.J. Stahl, dikutip oleh Fathurohman, Dian Aminuddin, Sirajuddin, Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2004.
Giancarlo Spagnolo, “Leniency and Whistleblower in Antitrust”, (6 Desember 2005) http//www.cepr.org/meets/wkcn/6/6641/papers/spagnolo.pdf. diunduh 10 Januari 2019
Gunawan Widjaja, “Konsep Dan Pengertian Kartel Dalam Kerangka Persaingan Usaha Serta penerapannya Di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No.02, 201.

Herbert Hovenkamp, Antitrust, (Minnesota:West Group Publishing Co, 1993).

HMBC Rikrik Rizkiyana dan Vovo Iswanto, “Catatan Kecil tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan (Studi Kasus di Indonesia)”. Dalam Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation), Centre for finance, Investment and Securities Law (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010).
Irna nurhayati, “Kajian Hukum Persaingan Usaha :Kartel Antara Teori dan Praktik”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol,30, No.02,2011.
Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filososfi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia,2010.
Karl E. Case dan Ray, C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2006).
Katharina Linz, “International economic Studies”, (Thesis Maastricht Universitet, 29 Sepetmber 2010),2011

Knud Hansen, et al., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Katalis, 2002).
L. Budi Kagramanto, “Pengaturan dan Permasalahan Yang Muncul Dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan Perjanjian Yang Dilarang”, disampaikan dalam Forum Diskusi Pakar HKHPM-MH UGM, Yogyakarta, 25 November 2010.
Louis Philips, Applied Industrial economics, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1998).
Oliver black, Conceptual Foundations of Antitrust, (Cambridge:Cambridge University Press,2005).
Mahfud MD, Politik Hukum,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Massimo Motta, Competition Pilicy: Theory and Practice, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
 Marshall C. Howard, Antitrust Law and Trade Regulation: Selected Issues and Case Studies,(New Jersey USA: Englewood Cliffs, 1983).
  Marshall C. Howard, Legal Aspect on Marketing, (New York: McGraw Hill Book Company, 1967).
Mihai Berinde, “Cartels-Between Theory, Leniency Policy and Fine”, Annals of Faculty of economics, Vol. 1, Issue. I.
Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada SIstem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
M. Fuad, Pengantar Bisnis, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2000).
M. Tohar, Membuka Usaha Kecil, (Yogyakarta:Kanisius,2000).
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika 1985)

Monique van Oers, “Leniency in Cases Within The European Community Towards A Common Approach?”, www.eclac.org/comercio/SemCarla/VanOers-att2Leniency.doc
Mueller, “Glossay of Antitrust Terms”, Antitrust and Economic Review, Vol.26, No.4 dalam Arie Siswanto.
M. Udin Silalahi, “Circumstantial Evidence In the Substantion Mechanism Against Cartel Infringngements In Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.30, No.02, 2011.
Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).
Ningrum Natasya Sirait, “Perjanjian Kartel Dalam Undang-Undang No. 5 TAhun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, dalam Litigasi Persaingan Usaha , Centre for Finance, Investment and Securities Law, (Jakarta: PT Telaga Ilmu Indoensia, 2010)
Philip Areeda, Hukum Antutrust Amerika, dalam ceramah-ceramah tentang hukum amerika serikat, penyusun Harold J. Berman, diterjemahkan oleh Gregory Churcill, (Jakarta:PT. Tatanusa, 1996).
Philipus M Hadjon, diikuti oleh Majda El-Muhtaj, Hak Asasi MAnusia Dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005.
R.S. Khemani dan D.M. Shapiro, op.cit., hlm. 77-78, sebagaimana dimuat oleh A.M. Tri Anggraini, dalam “penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan “, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Undang-Undang No.5 TAhun 1999 dan KPPU, 17-18 Mei 2004, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum, 2005)
Roger Alan Boner dan Reinald Krueger, “The Basics of Antitrust Policy”, The World Bank, (Washington DC:1991
Rocky Marbun, Persekongkolan Tender Barang/Jasa, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Rony Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Scott D. Hammond, United States Department of Justice, Antitrust Division, “Frequently Asked Questions Regarding The Antitrust Division Leniency Program and Model Leniency Letters”, 19 November 2008
Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, sebuah pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004.
Sugiyono, Metode Peneltian, CV Alfabeta, Bandung, 2000
Syamsul Maarif dan BC. Rikrik Rizkiyana, “Posisi hukum persaingan usaha dlama sistem hukum Nasional” Maret, 2004.
Travis J.Hill dan Stephanie B.Lezell, “Antitrust Violation”, American Criminal Law Review, wetlew 47 Am. Crim. L. Rev. 245, Spring 2010.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) MENA Programme, Competition Guidelines: Leniency Programmes, 22 Juni 2016.
Vincent Gaspers, Ekonomi Manajerial: Pembuatan Keputusan Bisnis,  cet.1. (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1999).
William R. Anderson dan C. Paul Rogers III, “Antitrust Law: Policy And Practice”, ed.3,(Lexis Publishing Co,1999).
B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 angka (6).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom No.4 Tahun 2010.
United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), “The use Of Leninecy Programmes As A Tool For The Enforcement Of Competition Law Against Hardcore Cartels In Developing Countries”
C. Sumber Lain

Amit Sanduja, “Reort On Leniency Programme: A Key Tool To Detect Cartels”, Desember 2007, http://cci.gov.in/images/media/ResecarchReports/leniencyproject_amitsanduja_11_03_2008.pdf, diunduh 11 Januari 2019
Christopher R. Leslie, “Antitrust Amnesty, Game Theory, and Cartel Stabilyty”, The Journal of Corporation Law, Vol. 31, 2006, hlm. 453, http://www.highbeam.com/doc/IP3-107833151.html, diunduh 11 januari 2019.
Abra Kadabra, Hukum Persaingan Usaha, 06 juli 2011 http://rosalinakiki.blogspot.com/2011/07/hukum-persaingan-usaha.html, diunduh pada tanggal 9 september 2018.
Evgenia Motchenkova dan Daniel Leliefeld, “Adverse Effects of Corporate Leniency Programs In View Of Industry Asymetry”, Journal of Aplied economic Science, Vol V, Issue (2)Summer 2010, hlm. 114-115, http://www.jaes.repeograph.ro/articles/summer2010/MotchenkovaELeliefeld.pdf
Giancarlo Spagnolo, “Leniency And Whistleblowers In Antitrust”’ Discussion Paper Series No. 5794, Centre for Economic Policy Research, Agustus 2006, http://www/ideas.repec.org/p/cpr/cepdrp/5794.html,
Internatioan Competition Network (ICN), “Drafting and Implementing an Effective Leniency Program: Ant-Cartel Enforcement Manual”, Mei 2009, hlm. 2, http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc341.pdf, diunduk 11 januari 2019
International Competition Network (ICN) merupakan Lembaga jaringan khusus dengan 104 anggota yang terdiri dari otoritas persaingan usaha negara-negara di dunia. ICN bertujuan untuk menangani isu praktis menyangkut penegakkan hukum dan kebijakan hukum persaingan.. Lihat : http://www.internationalcompetitionnetwork. Org/uploads/library/doc608.pdf, diunduh 12 januari 2019
International Competition Network (ICN) merupakan Lembaga jaringan khusus dengan 104 anggota yang terdiri dari otoritas persaingan usaha negara-negara di dunia. ICN bertujuan untuk menangani isu praktis menyangkut penegakkan hukum dan kebijakan hukum persaingan.. Lihat : http://www.internationalcompetitionnetwork. Org/uploads/library/doc608.pdf, diunduh 12 januari 2019
. Niall E. Lyinch. “United States Antitrust Law, Policies & Procedures”, 19 September 2011, hlm.21, http://www.lw.com/upload/pubContent/pdf/pub4368.pdf.diunduh
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “Hard Core Cartels-Harm and Effective Sanctions”’ OECD Policy Brief, Mei 2002, hlm.1, http://www.oecd.org/dataoecd/30/10/2754996.pdf. Diunduh 7 september 2018.
Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD), “Glossary Of Industrial Organisation economics And Competition Law”. http://www.oecd.org/dataoecd/8/61/2376087.pdf hlm. 21-22.

Scott D. Hammond, United Stated Department of Justice, Antitrust Division, “Dispelling The Myths Surrounding Information Sharing”, hlm. 8, http://www.justice.gov/avtr/public/speeches.htm
Steffen Brenner, “An Empirical Study of the European Corporate Leniency Program”, 15 Maret 2005, hlm.2, http://www.fep.up.pt/conferences/earie2005/cdrom/brenner.pdf,
Cento Veljanovski, “The Economic Of Cartels”, 21 Maret 2007, hlm. 4-5, http://www.casecon.com/data/pdfs/EconomicsCartesFinYearbook.pdf,
Elvani Harifaningsih, “Pengadilan Batalkan Vonis KPPU”, (24 Februari 2011), http://www.bataviase.co.id/node/579270, diunduh 10 Agustus 2018.

Federal Trade Commision, An FTC Giude to the Antitrust Laws, hlm. 1, http://www.ftc.gov/bc/antitrust/lawsguide.pdf
Hukum Online, “Memahami parameter dan kasus-kasus pelanggaran kartel di Indonesia”. http//www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c3d67c1bccf6/seminar-hukumonline-2010, diunduh 9 september 2018.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha. Diunduh pada tanggal 9 september 2018.
Ketentuan perundang-undangan tenetnag antitrust dan perdagangan dapat ditemukan dalam The Code of Laws of the United States of America (United States Code), Title 15-Commerce and Trade, http://uscode.house.gov/
Mochtar Naim, Kompas, Kembali ke Pasal 33, http://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/0261513, diunduh pada tanggal 9 september 2018.
Marasi Sihaloho, Sekilas Hukum Materiil dan Formil Persaingan Usaha, 2011, http://lammarasi-sihaloho.blogspot.com/2011/06/hukum-persaingan-usaha.html. Diunduh pada tanggal 9 september 2018
OECD, Using Leniency to Fight Hardcore Cartel, September 2011, ditelusuri melalui http://www.oed.org/daf/ca/1890449.pdf pada tanggal 7 september 2018 pukul 17.47 WIB.
Ritu Raj dan Runa Sarkar, “Detecting Cartels in the Indian Cement Industry: An Analytical Framework”, http://www.iitk.ac.in/infocell/announce/convention/papers/Industrial%20Economics%20%20Envir onment,%20CSR-01-Ritu%20Raj%20Arora,%20Runa%20Sarkar.pdf 
The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) Reports, “ Fighting Hard Core Cartels: Harm. Efective Sanctions And Leniency Programmers”, 2002, hlm.25. http://www.oecd.org/dataoecd/49/16/2474442.pdf
United States Department of Justice, Antitrust Division, Antitrust Division Manual , Fourth Edition, diperbaharui desember 2008, hlm. 111-1, http//www.justice.gov/atr/public/divisionmanual/index,html,
United States Department of Justice, Model Corporate Conditional Leniency Letter, hlm.1, dan Model Individual Conditional Leniency Letter, hlm.1, http://www. Justice.gov/atr/public/criminal/239524.pdf

Lampiran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel

1

